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ABSTRAK 

 

Yogyakarta memiliki adat dan budaya yang masih dipegang teguh oleh 

masyarakatnya. Di samping sebagai kota budaya, daerah ini juga terkenal sebagai 

kota pendidikan. Menjaring ratusan bahkan ribuan mahasiswa dan mahasiswi, 

sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan terutama perkosaan. Namun dengan 

adanya hukum positif  diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada setiap 

orang. Korban perkosaan sering menjadi sorotan jika kejahatan perkosaan terjadi. 

Tersirat dibenak masyarakat, bagaimana prosedur perlindungan yang nantinya 

akan diterima oleh korban kejahatan perkosaan, apakah korban telah mendapatkan 

perlindungan, perlindungan seperti apa yang akan diterima oleh korban, atau 

bahkan sudah sesuaikah perlindungan yang diberikan kepada korban dengan 

undang-undang yang berlaku di Indonesia, atau mungkin tidak mendapatkan 

perlindungan. Dari pemaparan di atas, diambil permasalahan: bagaimana bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan No.42/PID. B/2012/PN-YK. 

 

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library reseach) yaitu dengan 

mencari data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, dan juga 

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban 

tindak pidana perkosaan serta undang-undang yang berkaitan dengan korban 

khususnya lagi Putusan No.42/PID.B/2012/PN-YK korban tindak pidana 

perkosaan. Dan tidak menutup kemungkinan menggunakan studi lapangan (field 

reseach) guna terjun langsung dalam mengumpulkan data-data seperti wawancara 

untuk mengetahui persis akan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban 

tindak pidana perkosaan khususnya di kota Yogyakarta.  

 

Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam putusan No.42/PID.B/2012/ 

PN-YK  bahwa  Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No.13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan dampak yang 

nyata kepada korban tindak pidana perkosaan. Dengan dihukumnya pelaku, 

sebenarnya juga menjadi salah satu perlindungan bagi korban. Namun, korban 

seharusnya mendapatkan Perlindungan seperti rehabilitasi, restitusi, kompensasi, 

dan perlindungan atas hak-hak reproduksi korban. Tapi faktanya, korban tidak 

mendapatkan perlindungan tersebut. Ada beberapa hal yang menghambat korban 

tidak mendapatkan perlindungan hukum, di antaranya: korban telah merasa puas 

dengan hanya dihukumnya pelaku, korban tidak meminta kompensasi maupun 

restitusi, keluarga pelaku secara adat telah membayar denda kepada keluarga 

korban, dan tidak adanya rasa trauma yang diterima oleh korban baik dari segi 

pisik maupun psikis sehingga korban tidak memerlukan rehabilitasi dan hal 

tersebut juga dibenarkan oleh korban. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil visum 

bahwa dengan adanya robekan lama pada daerah kelamin korban yang 

menyimpulkan bahwa korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan 

suami istri dan hal tersebut dibenarkan oleh pelaku dalam kesaksiannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman merupakan sebuah hegemoni yang memiliki 

daya tarik tersendiri dalam setiap eksistensinya di mana dengan berkembang 

pesatnya ilmu pengetahuan maupun teknologi di dunia ini dan khususnya di 

Indonesia sendiri membuat SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap bidang 

kewalahan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan tersebut. Di satu sisi 

masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut 

namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang timbul seperti, banyak terjadi 

tindakan kriminal, dan penyimpangan-penyimpangan seiring berjalannya 

waktu. Salah satunya ialah kasus pemerkosaan yang dalam grafiknya semakin 

hari semakin meningkat. Bila ditinjau dari sejarahnya kasus pemerkosaan ini 

termasuk salah satu kasus yang klasik di mana akan selalu mengikuti 

perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri dan bahkan tindak pidana 

perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga di daerah 

pedesaan yang relatif masih sangat memegang teguh nilai-nilai tradisi dan 

adat istiadat. 

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tindak pidana 

perkosaaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang 

lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau 
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hukum yang berlaku melanggar
1
. Setiap tindak pidana kriminal di samping 

ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Sebagai negara hukum, Indonesia 

dengan tegas telah memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku 

perkosaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 

s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 

285 dan 289). Pasal 285 yang menyatakan: 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 

pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun”. 

Pasal 289 KUHP  

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 

tahun.” 

Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita dalam 

suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang 

menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya 

diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum 

sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah mereka yang menderita secara 

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan dari pihak lain, yang 

ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang 

                                                           
1
 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual, 

(Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 40. 
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bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.
2
 Korban dapat berupa 

perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. 

Dalam UU No.13 Tahun 2006
3
 (Undang-Undang Perlindungan Saksi 

dan Korban) sendiri terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada 

seorang korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam hal ini terutama 

dalam kasus perkosaan bahwa seorang korban berhak atas:  

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikan; 

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan; 

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

4. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 

5. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

6. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

7. Mendapatkan identitas baru; 

8. Mendapatkan kediaman baru; 

9. Dll 

Di dalam butiran yang terdapat dalam pasal di atas mengenai hak-hak 

apa saja yang akan diberikan oleh negara terhadap para korban itu 

menunjukkan bahwa tingkat keamanan terhadap korban, perlindungan atas 

                                                           
2
 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Prassindo, 1993), hlm. 

63. 
3
 Pasal 5 
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dilanggarnya hak-hak seseorang, serta atas dasar kesetaraan di mata hukum 

(equality before the law), sehingga memaksa negara untuk menjadikan posisi 

korban pada tempat yang sangat sakral, di samping itu keberadaan korban 

sendiri juga menjadi tokoh kunci dalam memperlancar persidangan. 

Bukan hanya berhenti di situ saja, bahkan mata duniapun dipaksa 

untuk terbuka guna lebih memperhatikan akan nasib yang menimpa korban. 

Hal itu dapat dilihat dari Deklarasi HAM sedunia yang dikeluarkan oleh PBB 

pada 10 Desember 1984 merupakan suatu respon terhadap kebutuhan 

manusia yang menginginkan hak-haknya dilindungi dan dijauhkan dari 

perbuatan yang melecehkan, merugikan, dan merendahkan harkat 

kemanusiaan.
4
 

Dalam  menjamin terlindunginya hak-hak asasi tersebut, pada tahun 

1984 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting yang disebut Deklarasi 

Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (The Universal Declaration Of 

Human Right). Dan deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh seluruh 

anggota PBB.
5
 

Namun dalam KUHP maupun KUHAP sendiri hanya mengatur 

sebagian kecil dari pelindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan di 

                                                           
4
 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual, 

(Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 33. 
5
Ibid.  
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mana dalam ketentuan Pasal 14c ayat 1 KUHP telah memberikan 

perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu:
6
 

“Pada perintah yang tersebut dalam pasal 14a kecuali dalam hal 

dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat 

umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak 

pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang 

dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak 

pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan 

pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.” 

Sementara dalam KUHAP Bab III Tentang Penggabungan Perkara 

Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, di mana korban dapat mengajukan gugatan 

mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang 

dideritanya. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa perlindungan 

yang diberikan secara khusus terhadap korban tindak pidana perkosaan belum 

ada yang jelas dan dikhususkan terhadap korban. Akan tetapi menurut 

ketentuan hukum pidana di luar KUHP dan KUHAP perlindungan korban 

kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan 

KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan 

abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung 

seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

Bahkan bila hanya terkait dengan ganti rugi sendiri baik dari hukum 

tertulis seperti  hukum perdata maupun tidak tertulis seperti hukum adat 

                                                           
6
 Pasal 14 c ayat 1. 



6 

 

menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar apabila seseorang 

yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan 

kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk 

mengganti kerugian. Seperti yang diatur dalam Pasal 1365 BW dan 

seterusnya.
7
 

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang 

dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang 

diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya 

mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai keadilan, kenyamanan, 

maupun kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum 

pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. 

Di saat suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum lebih 

memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali 

korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk 

diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling 

dirugikan dalam suatu tindak pidana. 

Seringkali pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh 

pengadilan, kondisi korban terbengkalai seperti tidak dipedulikan. Padahal 

hal seperti ini bisa mencoreng nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam 

suatu hukum, sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan tentang 

penanganan terhadap korban suatu tindak pidana. 

                                                           
7
 Pasal 1365 KUHPerdata 
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Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang 

timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara 

tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun 

orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung. 

Tidak terkecuali dengan kejahatan pemerkosaan yang dinilai dapat 

merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. 

Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim seorang 

wanitalah anak manusia dilahirkan. Perlindungan korban tindak pidana dapat 

diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas 

penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.
8
 

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami 

seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan 

korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan 

dengan cara mengurangi baik penderitaan fisik maupun psikis atau 

penderitaan mental korban. 

Dalam hal ini penyusun akan menjadikan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu 

landasan yang dijadikan sebagai rujukan dalam mencari solusi atas 

perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta 

                                                           
8
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56. 
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peranan LPSK sendiri dalam menyikapi seorang korban tindak pidana 

perkosaan. 

Oleh sebab itu dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK), diharapkan mampu dalam memberikan upaya yang 

maksimal dalam memberikan perlindungan saksi maupun korban khususnya 

korban tindak pidana perkosaan yang telah mengalami banyak kerugian baik 

dari segi pisik maupun psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap 

kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan 

pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian 

mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan 

kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan 

yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan 

untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak 

korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi serta dipenuhi pada 

dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. 

Bila melihat di setiap kantor kepolisian di semua kota yang ada 

daerah-daerah di Indonesia pasti terdapat aduan tentang kasus perkosaan, hal 

tersebut membuktikan bahwa perkosaan ini merupakan kejahatan yang serius 

yang harus ditindak lebih lanjut oleh negara ini, dalam hal ini penyusun 

menjadikan kota Yogyakarta sebagai daerah yang akan ditinjau dalam 

penanganan kasus perkosaan karena, kota Yogyakarta merupakan kota pelajar 

dan juga kota budaya yang notabenenya menarik ratusan bahkan ribuan 

mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah di Indonesia sehingga dengan 
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dibanjirinya kota Yogyakarta oleh orang-orang baik kalangan laki-laki 

maupun wanita dapat memicu terjadinya kejahatan yang sedemikian rupa 

yang dapat mengancam ketenangan dan keharmonisan dalam relasi atas 

sesama seperti halnya kejahatan pemerkosaan yang makin merajalela, dan 

kejahatan lainnya. Jika dilihat dari grafiknya mengenai masalah perkosaan itu 

sendiri dari tahun 2011 ke tahun 2012 grafik menunjukkan peningkatan 

walaupun tidak terlalu signifikan di mana di tahun 2011 kasus perkosaan di 

PN Yogyakarta mencapai 4 kasus di mana keseluruhan dari korban 

merupakan anak di bawah umur di antaranya: Putusan 

No.101/PID.B/2011/PN-YK, tentang pencabulan, No.102/PID.B/2011/PN-

YK, tentang pencabulan, No.363/PID.B/2011/PN-YK, tentang pencabulan, 

No.438/PID.B/2011/PN-YK, tentang pencabulan, sementara di tahun 

berikutnya, jumlahnya bertambah menjadi 5 kasus di mana 4 kasus 

pencabulan dan sisanya kasus pemerkosaan. Di antaranya: Putusan No. 

43/PID.B/2012/PN-YK, kasus pencabulan, No. 3/PID.B/2012/PN-YK, kasus 

pencabulan No. 52/PID-SUS/2012/PN-YK, kasus pencabulan, No.66/PID-

SUS/2012/PN-YK, kasus pencabulan, dan No. 42/PID.B/2012/PN-YK, kasus 

pemerkosaan, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pemerkosaan 

maupun pencabulan di Yogyakarta meningkat, sangat miris sekali di mana 

kejahatan seperti pemerkosaan maupun pencabulan seharusnya tidak terjadi 

di kota Yogyakarta namun justru sebaliknya. Sehingga menjadikan kota 

Yogyakarta sebagai objek kajian adalah hal yang sangat menarik. Dengan 

putusan yang akan dijadikan sebagai suatu kajian oleh penyusun tentang 
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bagaimana perlindungan yang diberikan kepada korban selaku korban tindak 

pidana perkosaan terkait dengan Putusan Nomor: 42/Pid.B/2012/PN.YK di 

mana seorang mahasiswa di kampus Respati melakukan perkosaan dengan 

kekerasan terhadap seorang mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta di 

Yogyakarta, terkait dengan bagaimana perlindungan yang telah diberikan 

terhadap korban perkosaan.  

Dalam hal ini penyusun menjadikan Undang-Undang Perlindungan 

Saksi dan Korban sebagai salah satu landasan dalam memberikan keamanan, 

kenyamanan, ketentraman, maupun keadilan terhadap korban tindak pidana 

perkosaan, terutama terhadap kasus di atas yang akan diteliti oleh penyusun. 

Apakah putusan tersebut di atas berlaku adil terhadap korban bila dilihat dari 

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban atau hanya mengalir seperti 

biasa yang lebih mementingkan pelaku dan mengacuhkan korban. 

Uraian dari latar belakang di atas, merupakan faktor utama dan 

menjadi landasan dan alasan bagi penyusun untuk melakukan penelitian dan 

penulisan skripsi yang berjudul:  

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK 

PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN PIDANA NO.42/PID. 

B/2012/PN-YK)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan di atas maka 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan UU PSK di PN Yogyakarta sepanjang tahun 2012, 

khususnya terhadap korban tindak pidana perkosaan, apakah sudah sesuai 

dengan UU PSK ? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat tidak diberikannya perlindungan 

hukum kepada korban tindak pidana perkosaan dalam putusan 

No.42/PID.B/2012/PN-YK ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya korban tindak pidana 

perkosaan. 

b. Untuk mengetahui apakah perlindungan yang diberikan terhadap 

korban perkosaan di PN Yogya sepanjang tahun 2012 sudah sesuai 

dengan UU PSK atau belum. 

2. Kegunaan Penelitian:  

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini yakni agar dapat memberikan sumbangan 

ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum 

pidana serta rujukan pada penelitian selanjutnya khususnya 

pemahaman terhadap perlindungan korban tindak pidana perkosaan 
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dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

perkosaan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap 

korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan 

kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. 

 

D. Telaah Pustaka  

Perlindungan hukum terhadap korban pada dasarnya harus merupakan 

pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya 

diproses peradilan pidana. Perlindungan hukum  ini merupakan salah satu 

bentuk dari penghargaan yang diberikan terhadap korban atas kontribusi yang 

ia berikan. Di dalam KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang 

secara khusus, rinci dan lengkap akan hak-hak korban dalam proses peradilan 

pidana, akan tetapi bukan berarti dalam hukum di Indonesia tidak ada 

ketentuan semacam itu. 

Skripsi karya Muhammad Isa Mubarok dengan judul “Perlindungan 

Hukum terhadap Korban”
9
, yang mengkaji tentang bentuk dan nilai-nilai 

                                                           
9
 Muhammad Isa Mubaroq, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perspektif Hukum 

Islam”, skripsi, Jinayah Siyasah, Fakultas  Syari’ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2011. 
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perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan Undang-undang 

Perlindungan Saksi dan Korban terkait seperti perlindungan jiwa, harta dan 

keluarga, dari ancaman fisik maupun mental. Ketentuan tersebut sesuai 

dengan hukum Islam, bahwa syari’ah menjamin keberlangsungan hidup 

manusia dan memelihara jiwa manusia, apabila ada seorang yang 

mengancam, melukai, maka dalam hukum Islam diganjar dengan tindakan 

keras yaitu berupa ta’zir dan qisos, sebagai upaya preventif terhadap pelaku. 

Skripsi karya Naelul Azizah dengan judul “Perlindungan Hukum 

terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual”
10

, bahwa perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual  seperti: Mendapat 

Bantuan Fisik (Pertolongan Pertama Kesehatan dan Pakaian), mendapat 

bantuan dalam menyelesaikan masalahnya baik di tingkat awal seperti 

pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh Komisi 

Perlindungan Anak, Pengacara dan sebagainya, mendapat rehabilitasi dan 

pembinaan antara lain untuk tidak diekspose di media dan terbuka, dilindungi 

dari kemungkinan adanya ancaman dari pelaku kejahatan atau keluarga 

pelaku, mendapat restitusi dan ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku 

dan menggunakan upaya hukum. Sedangkan perlindungan hukum menurut 

hukum Islam atas anak sebagai korban pelecehan seksual adalah kasus 

pelecehan seksual maka berhak mendapatkan mahar mitsil (pemberian yang 

serupa atau sepadan). 

                                                           
10

 Naelul Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan 

Seksual”, skripsi, Jinayah Siyasah, Fakultas  Syari’ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2011. 
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Skripsi karya Desi Anggreini dengan judul “Pelecehan Seksual 

terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum 

Positif”
11

, Di mana Desi memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum 

Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah 

umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di 

bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Skripsi 

tersebut hanya mengangkat tinjauan dan sanksi hukum Islam dan hukum 

positifnya sedangkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan tidak 

ditemukan. 

Tesis karya Ira Dwiati dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap 

Korban Tindak Pidana Perkosaan”
12

, Tesis ini membahas mengenai hal-hal 

apa saja yang mendasari atau ide-ide apa saja yang menjadi landasan 

diberikannya perlindungan hukum kepada pihak korban tindak pidana 

perkosaan. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya di mana skripsi dari Isa Mubarok, Naelul Azizah, Desi 

Anggreini, dan Ira Dwiati di mana skripsi ataupun penelitian dari Isa, Naelul, 

Desi lebih terfokuskan kepada hukum Islam di mana kajian yang mereka 

lakukan dengan perbandingan yang lebih mendekati ke hukum Islam, 

sedangkat tesis dari Ira Dwiati dengan judul tesisnya Perlindungan Hukum 

                                                           
11

 Desi Anggrani, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur Dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi ,Perbandingan Mahzab, Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Syari’ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2011. 
12

Ira Dwiati, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”, tesis, 

Universitas Diponegoro Semarang, 2007. 
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terhadap Korban Perkosaan di mana dalam tesisnya ia lebih menekankan 

tentang ide-ide yang mendasari diberikannya perlindungan kepada korban 

perkosaan serta perlakuan yang akan dihadapi oleh korban dalam proses 

penyidikan. Sedangkan penelitian yang penyusun akan lakukan dalam 

penyusunan skripsi kali ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum 

yang seperti apa yang akan diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan 

apakah sudah sesuai dengan ketetapan Undang-undang Perlindungan Saksi 

dan Korban atau tidak dan bagaimana penerapan atau pelaksanaannya serta 

faktor-faktor apa saja yang menghambat diberikannya perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana perkosaan. 

E. Kerangka Teoritik 

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan klasik yang 

mengikuti perkembangan juga kebudayaan manusia, di mana selalu 

menimbulkan dampak yang signifikan. Istilah negara hukum di Indonesia 

merupakan hal yang sudah sangat popular, sehingga orang-orang atau 

masyarakat sendiri sudah tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya 

istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu 

rechsstaat dan the rule of law.  

Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai 

akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah 
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terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran 

kejahatan.
13

 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun menggunakan teori 

viktimologi, secara etimologi, viktimologi berasal dari kata “victim” yang 

berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian 

terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, 

penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 

kenyataan sosial.
14

 

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai 

korban antara lain:
15

 

1. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang 

dapat menimbulkan korban, viktimasi dan proses viktimasi. 

2. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat 

tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan 

sosial. 

3. Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap 

individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi 

berbagai bahaya yang mengancamnya. 

                                                           
13

Suryono Ekatama, et.al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, (Yogyakarta: 

UAJ, 2000), hlm. 176. 
14

 http:/yuyantilalata.blogspot.com diakses pada 13 juni 2013 
15

 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Prassindo, 1993), hlm. 

37. 
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4. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah 

viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimasi 

ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan. 

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian 

viktimisasi criminal atau faktor victimogen dalam sistem peradilan pidana. 

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan 

tertentu yang di dalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, 

maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan 

umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan:
16

 

Victims means persons who, individually or collectively, have suffered 

harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic 

loss, or substansial impairment of their fundamental rights, throught acts or 

ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member 

States, including those laws proscribing criminal abuse of power.
17

 

Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban 

kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, 

menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar 

hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang 

melarang penyalahgunaan kekuasaan. 

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun 

internasional, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada 

                                                           
16

 IOM Indonesia, Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement, (Jakarta: 

November, 2006), hlm. 53. 
17

 Ibid. 
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individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk 

di dalamnya adalah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi 

tanggungan korban, contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-

Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 

pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari 

ayah, ibu, istri atau suami, dan anak.
18

 

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda 

yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti 

penderitaan mental, fisik, dan sosial, yang terjadi pada saat korban mengalami 

kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) 

dan setelah selesainya pemeriksaan. 

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 

melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan 

hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang 

menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang 

dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi 

timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan 

bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (The responsible of the 

society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan 

                                                           
18

 Pasal 36  
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pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud 

pertanggungjawaban terpidana.”
19

 

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling 

menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan 

sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan 

sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum 

acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada 

kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak 

tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”
20

 

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan 

korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 

1.  Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban 

tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum 

seseorang). 

2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau 

santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi 

korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). 

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), 

pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian 
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 Stephen Schafer, The Victim and Criminal, (New York: Random House, 1968), hlm. 

112. 
20

 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang 
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ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan 

sosial), dan sebagainya.
21

 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi kali ini penyusun berupaya menentukan 

langkah kerja sesuai dengan metodologi penyusunan suatu karya ilmiah, 

yaitu: 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti 

mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan 

melalui undang-undang ataupun norma-norma yang ada. 

2. Jenis Penelitian  

Dalam penulisan skripsi kali ini jenis penelitian yang penyusun 

gunakan ialah studi pustaka (library reseach) di mana terdiri dari berbagai 

buku, karya ilmiah, jurnal penelitian sebelumnya sebagai sumber data 

khususnya putusan dan literatur yang pembahasannya berkaitan langsung 

dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan serta 

tidak menutup kemungkinan untuk melakukan studi lapangan (field reseach) 
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dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61. 
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guna pelengkapan atau pengumpulan data seperti interview maupun 

wawancara. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu analisis penelitian 

yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi-

situasi, atau kejadian.
22

 Dalam hal ini penyusun memaparkan tentang 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, dengan 

demikian dapat mempermudah bagi penyusun untuk memberi kesimpulan 

dan menganalisa 

4. Sumber data 

a. Bahan Hukum Primair 

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum 

maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan yaitu:  

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 285 

2. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 289 

3. Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang 

pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

4. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 

40/34 Tahun 1985 angka 1 
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hlm. 51. 
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5. Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban 

6. Data perkosaan 

7. Salinan putusan kasus perkosaan 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya 

ilmiyah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang 

berhubungan dengan obyek kajian. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primair dan sekunder yang berupa antara lain kamus, 

ensiklopedia. 

5. Analisis Data 

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis 

kualitatif. Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul, penyusun 

akan menggunakan metode deduktif, di mana menggunakan cara berfikir 

analitik yang disertai atas dasar pernyataan yang bersifat umum ke khusus. 

G. Sistematika Penulisan 

Agar arah dan fokus tetap terjaga, dalam skripsi penyusun 

memberikan gambaran secara sistematis mengenai pembahasannya, 

sistematikanya sebagai berikut: 
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Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar 

Belakang Masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu 

dilakukan, dan apa yang menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti. 

Pokok Masalah, pada bagian ini penyusun memberikan penegasan terhadap 

pokok masalah yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan 

Kegunaan, pada bagian ini penyusun memberikan penjelasan mengenai apa 

yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan. Telaah Pustaka, pada bagian ini 

penyusun memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

penyusun lakukan dan kemudian penyusun menjelaskan letak perbedaan 

antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Kerangka Teoritik, pada bagian ini penyusun memberikan pola 

berfikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau 

gambaran beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Metode Penelitian, pada bagian ini penyusun menjelaskan metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian baik dari pengumpulan data maupun 

cara menganalisis data. Sistematika Penelitian, pada bagian ini penyusun 

memberikan penjelasan sistematika pembahasan yang akan dilakukan sebagai 

agar sistematisnya gambaran awal penelitian. 

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan tentang perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana perkosaan meliputi pengertian perlindungan 

hukum, korban, pemerkosaan, dan peran lembaga perlindungan saksi dan 

korban. 
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Bab ketiga, yaitu berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian 

yaitu PN Yogya serta visi dan misinya, tupoksi, struktur organisasi PN 

Yogya, daerah wilayah hukum PN Yogya, serta sarana dan prasarana. 

Bab keempat, pada bab ini merupakan bab inti dari penelitian skripsi 

ini di mana akan membahas secara mendalam terkait analisis perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di PN Yogya. 

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang 

berisi kesimpulan yaitu hasil dari penelitian yang dicapai, yaitu jawaban atas 

pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama serta saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas penyusun menyimpulkan beberapa hal 

terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Di 

antaranya: 

1. Bahwasanya dalam putusan Nomor.42/PID.B/2012/PN.YK di mana 

hakim telah menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku korban 

perkosaan ini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 

dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa selama 

menjalani proses peradilan, dan ini juga termasuk dalam salah satu 

perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan. 

2. Dalam hal ini korban dalam kasus perkosaan putusan Nomor. 

42/PID/B/PN.YK tidak mendapatkan perlindungan hukum baik seperti 

kompensasi, restitusi, ataupun perlindungan yang tertera dalam Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam perkara ini 

korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan ia tidak 

mengajukan surat agar mendapatkan perlindungan (hasil dari wawancara 

dengan hakim). 

3. Sepanjang tahun 2012 di Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwasanya 

terdapat beberapa kasus perkosaan salah satunya kasus yang penyusun 

teliti dan dari kesemua kasus tersebut tidak ada satupun perlindungan 
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yang diberikan oleh pengadilan kepada korban dalam artian di satu sisi 

korban mungkin tidak tau sama sekali mengenai hal tersebut namun di 

sisi lain para korban yang memang mungkin tidak membutuhkan 

perlindungan tersebut karena sudah puas atas apa yang telah menimpa 

terdakwa, dengan kata lain dengan dipidananya terdakwa itu sudah 

menjadi sebuah perlindungan yang diterima oleh korban dalam kasus 

perkosaan sehingga pihak korban tidak lagi meminta hal lain seperti 

kompensasi, restirusi , dan perlindungan lainnya. 

4. Beberapa hal yang menjadi dasar pihak pengadilan tidak memberikan 

perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan khususnya dalm 

putusan No.42/PID.B/2012/PN-YK bahwa korban telah merasa puas 

dengan hanya dihukumnya pelaku dan korban tidak meminta kompensasi 

maupun restitusi, keluarga pelaku secara adat telah membayar denda 

kepada keluarga korban, dan tidak adanya rasa trauma yang diterima oleh 

korban, hal tersebut dapat dilihat dari hasil visum bahwa dengan adanya 

robekan lama pada daerah kelamin korban yang menyimpulkan bahwa 

korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan 

pelaku dan hal tersebut dibenarkan oleh pelaku dalam kesaksiannya. 

5. Bahwa dengan tidak adanya tuntutan dari korban seperti meminta 

perlindungan baik dari segi fisik, psikis, sosial, maupun materi itu 

menunjukkan bahwa korban dalam kasus perkosaan ini memang benar 

telah merasa puas dengan perlakuan dari pihak pengadilan serta atas 
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pemidanaan terhadap pihak korban sehingga hal tersebut menjadi salah 

satu alasan mengapa korban tidak mengajukan permintaan. 

 

B. SARAN-SARAN 

Beberapa hal yang dapat penyusun sarakankan dalam menghadapi 

kembang pesatnya kemajuan zaman sebagai berikut terkait perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana perkosaana, di antaranya: 

1. Agar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dikaji ulang 

di mana karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban masih 

terfokuskan pada terorisme, pelanggaran HAM yang berat, korupsi, 

pencucian uang, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, 

perdagangan orang. Dan mungkin korban perkosaan bisa dijadikan 

sebagai salah satu atau dimasukkan kedalam kategori di pasal 5 UU PSK, 

karena masyarakat tahu bahwa tindak pidana perkosaan sendiri juga 

banyak menimbulkan masalah yang khusus dan juga perlu penanganan 

yang seharusnya khusus juga. 

2. Hendaknya para penegak hukum terutama para hakim lebih peka terhadap 

apa yang diderita oleh korban sehingga dengan memberikan perlindungan 

yang tepat dan sesuai kepada korban, sikap dan kepribadian korban dapat 

terbentuk kembali seperti sedia kala. 

3. Bagi setiap masyarakat dalam lingkungan di mana korban berada agar 

lebih mengerti dan menjaga serta mengajak atau mengayomi korban 
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dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan dikesehariannya dan 

kelangsungan hidup korban maupun keluarganya, sehingga prilaku-

prilaku yang diskriminatif dan dapat memojokkan atau mengesampingkan 

korban tidak terjadi dan korban lebih merasa nyaman akan tempat 

tinggalnya. Dan hal tersebut membutuhkan kesadaran dari semua pihak 

agar tetap menjaga korban agar terhindar dari hal-hal yang 

mendiskriminasi pihak korban nantinya. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah 

keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami 
sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan 
kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; 

b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang 
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami 
kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan 
adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi 
Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses 
peradilan pidana; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban; 

 
Mengingat  : 1.  Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
dan 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 

2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 



yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang 

bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau 
Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. 

4.  Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak 
langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya 
dalam suatu proses peradilan pidana. 

5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau 
orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. 

 
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 

rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga 
lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 
Pasal 2 

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses 
peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. 
 

Pasal 3 
Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: 
a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 
b. rasa aman; 
c. keadilan; 
d. tidak diskriminatif; dan 
e. kepastian hukum. 
 

Pasal 4 
Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban 
dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. 
 

 
BAB Il 

PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN 
 

Pasal 5 
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak: 

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas 
dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 
keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. mendapat penerjemah; 
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. mendapat identitas baru; 
j. mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau 
m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana 
dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. 

 
Pasal 6 

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: 
a. bantuan medis; dan 
b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 
 



Pasal 7 
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: 

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. 

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 
 

Pasal 8 
Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 
Pasal 9 

(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas 
persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat 
perkara tersebut scdang diperiksa. 

(2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya 
secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda 
tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. 

(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya 
secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 10 

(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas 
laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan 
pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan 
pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. 

 
 

BAB III 
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 11 
(1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri. 
(2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 
(3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. 
 

Pasal 12 
 
LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan 
Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
 

Pasal 13 
(1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. 
(2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. 
 

 
Bagian Kedua 
Kelembagaan 

 
Pasal 14 

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai 
pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi 
manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau 
lembaga swadaya masyarakat. 



 
Pasal 15 

(1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun. 
(2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih 

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
 

Pasal 16 
(1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota. 
(2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota. 
(3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan 

LPSK. 
 

Pasal 17 
Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
 

Pasal 18 
(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan 

pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. 
(2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. 
(3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab 

sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 
(5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 

(tiga) bulan sejak LPSK terbentuk. 
 

Pasal 19 
(1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden. 
(2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden 

membentuk panitia seleksi. 
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan 

sebagai berikut: 
a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan 
b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat. 

(4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan scleksi, dan 

pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden. 
 

Pasal 20 
(1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah 

memenuhi persyaratan. 
(2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 
 

Pasal 21 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima. 
(2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau 

lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus 
memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan. 

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang 
tidak disetujui. 

(4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal pengajuan calon pengganti diterima. 

 
Pasal 22 

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 



dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima 
Presiden. 
 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

 
Pasal 23 

(1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat: 

a. warga negara Indonesia; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman 

pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; 
d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun 

pada saat proses pemilihan; 
e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu); 
f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 
g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan 
h. memiliki nomor pokok wajib pajak. 

 
Pasal 24 

Anggota LPSK diberhentikan karena: 
a. meninggal dunia; 
b. masa tugasnya telah berakhir; 
c. atas permintaan sendiri; 
d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga 

puluh) hari secara terus menerus; 
e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang 

bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau 
mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau 

f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling 
singkat 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 25 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur 
dengan Peraturan Presiden. 

 
Bagian Keempat 

Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan 
 

Pasal 26 
(1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil 

dengan suara terbanyak. 
 

Pasal 27 
 
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
 
 

BAB IV 
SYARAT DAN TATA CARA 

PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN 
 

Bagian Kesatu 
Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan 

 
Pasal 28 

 
Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: 



a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; 
b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; 
c. basil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; 
d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Pemberian Perlindungan 
 

Pasal 29 
Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: 
a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan 

pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; 
b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan 

perlindungan diajukan. 
 

Pasal 30 
(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan 
ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. 

(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan; 
b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan 

keselamatannya; 
c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dcngan 

orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK; 
d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai 

keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan 
e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. 

 
Pasal 31 

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk 
keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 
 

Pasal 32 
(1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan: 

a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal 
permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; 

b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi 
dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; 

c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau 
d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan 

berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. 
(2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara 

tertulis. 
 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemberian Bantuan 

 
Pasal 33 

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas 
permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. 

 
Pasal 34 

(1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. 
(2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan 

besaran biaya yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka 

waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 



Pasal 35 
Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan 
secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya permintaan tersebut. 
 

Pasal 36 
(1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja lama dengan 

instansi terkait yang berwenang. 
(2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi 

terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

BAB V 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 37 
(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara 

tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak 
memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 
Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

 
Pasal 38 

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak 
memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan 
huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 

Pasal 39 
Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan 
karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 

Pasal 40 
Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak Saksi dan/atau Korban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban 
memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 
(tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 

Pasal 41 
Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam 
suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 



Pasal 42 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan 
Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). 
 

Pasal 43 
(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. 

 
(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan dalam amar putusan hakim. 
 
 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 44 

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang ini. 
 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 45 

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini 
diundangkan. 
 

Pasal 46 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. 
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PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
  

I.  UMUM 
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang 

berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan 
Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas 
penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan 
dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana 
selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak 
terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan 
kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. 

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, 
perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan 
kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu 
mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak 
hukum. 

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai 
atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. 
Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan 
yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana 
yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh 
pihak tertentu. 

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur 
secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk 
mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena 
itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. 

 
Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah 

satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan 
perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 
1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban; 
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan 
4. Ketentuan pidana. 

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Huruf a 
Perlindungan semacam ini merupakan 
perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan 
Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus 
ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan 
dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan 
Korban aman. 

Huruf b 



Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang 
tidak lancar berbahasa Indonesia untuk 
memperLancar persidangan. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam 
pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi 
dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus 
yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah 
seharusnya informasi mengenai perkembangan 
kasus diberikan kepada Saksi dan Korban. 

Huruf g 
Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan 
Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan 
Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut. 

Huruf h 
Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas 
dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is 
berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang 
dihukum penjara akan dibebaskan. 

Huruf i 
Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut 
kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat 
terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. 
Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban 
dapat diberi identitas baru. 

Huruf j 
- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah 

sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru 
pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan 
agar Saksi dan Korban dapat meneruskan 
kehidupannya tanpa ketakutan. 

- Yang dimaksud dengan "tempat kediaman bare" 
adalah tempat tertentu yang bersifat sementara 
dan dianggap aman. 

Huruf k 
Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai 
dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat 
bantuan biaya dari negara. 

Huruf l 
Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah 
nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan 
Korban apabila diperlukan. 

Huruf m 
Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" 
adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang 
dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk 
makan sehari-hari. 

 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, 
tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, 
tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang 
mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada 
situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 

 
Pasal 6 

Huruf a 



Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" 
adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban 
yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk 
memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. 

 
Pasal 7 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

 
Pasal 9 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah 
ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak 
dapat memberikan kesaksiannya. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah 
penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Ayat (3) 

Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi 
dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika 
Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan. 

 
Pasal 10 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang 
memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai 
terjadinya suatu tindak pidana. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak 
dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain 
memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan 
permufakatan jahat. 

 
Pasal 11 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah 
lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak 
mana pun. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Cukup jelas. 



 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

 
Pasal 23 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

 
Pasal 30  

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi 
dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang 
akan melemahkan perlindungan pada dirinya. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 



Cukup jelas. 
Pasal 31 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang 
berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non- 
pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang 
memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan 
bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang 
dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan 
disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan 
penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, 
atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
 

Pasal 46 
Cukup jelas. 
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